
1. Undang-UndangNomor 12Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonorn di

Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nornor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Angaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-Vndang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
5. Undang-Vndang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
6. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubaban KetigaAtas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4709);

10. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574);

13. Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 'I'ahun 2005 ten tang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tabun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah

diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tabun 2018 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

22. Peraturan Daerab Kabupaten Sorong Nomor 3 rabun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerab Kabupaten Sorong Tabun 2018 Nomor 13);



Rp 82.102.675.000,00

Rp385.048.886.000,00

Rp717.728.193.000,00

Rp 784.591.243.613,00

Rp428.552.706.000,00

Rp. 15.785.094.722,00

Rp. 57.993.600.000,00

Rp. 12.675.964.691,00

Rp269.083.878.200,00

Rp. 500.000.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belanja Bantuan Keuangan

6) Belanja Tidak Terduga

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 84.372.191.799,00

b. Dana Perimbangan Rp1.086.646.951. 144,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 642.470.140.000,00

Jumlah Pendapatan Rp1.633.489.282.943,00

Pasa11

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan



Pelaksanaan Pejabaran APBDyang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal4

Pejabaran APBDsebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan Pejabaran APBDsebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal2

0,00RpSisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp (335.981.714.670,00)Jumlah Pembiayaan Neto

Rp336.981.714.670,00
Rp. 1.000.000.000,00 (-)

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Rp1.184.879.754.000,00
Rp1.969.470.997.613,00
Rp 335.981.714.670,00

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)
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SEKRETARISDAERAH KABUPATENSORONG,
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MUHAMMAD SAID NOER

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SORONG,
ttd

JOHNY KAMURU

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 31 Desember 2018

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Pasal5


